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BUPATI JOMBANQ 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURANBUPATIJOMBANG 
NOMOR 47TAHUN 2019 

TENTANG 
ANALISIS STANDAR BELANJA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JOMBANG, 

a. bahwa agar pelaksanaan penganggaran yang berbasis pada 
masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dapat 
terselenggaran secara efektif, efisien, akuntabel dan sesuai 
dengan standart pelayanan minimal serta hasilnya dapat 
dipertanggungjawabkan baik dari aspek fisik, keuangan 
maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintahan, 
diperlukan pengaturan yang tegas; 

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Analisis Standar Belanja dalam 
Peraturan Bupati; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

tentang 
Republik 

Lembaran 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana te1ah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Tahun 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 
2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; 
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penge10laan Keuangan Daerah, 
sebagaimana te1ah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 
15/ A) sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 12/ A); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 
Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang 
Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2018 Nomor l1/D); 

MEMUTUSK.AN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG ANALISIS 
STANDAR BELANJA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang. 
3. Bupati adalah Bupati Jombang. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah Kabupaten. 

5. Unit Kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang 
me1aksanakan satu atau beberapa program. 

6. Analisis Standar Belanja adalah penilaian kewajaran atas 
beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan 
suatu kegiatan. 

7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 
oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah 
sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu 
program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan 
sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya 
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, 
dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis 
sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk 
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barangfjasa. 

8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang 
akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan 
anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 
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9. Program adalah penjabaran kebijakan SPKD dalam bentuk 
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan 
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk 
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 

10. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu 
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu 
kegiatan. 

11. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan 
oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung 
pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 

12. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu 
program. 

13. Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang selanjutnya 
disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan 
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat 
Daerah untuk setiap program. 

14. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang 
selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen 
perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan 
kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan 
untuk melaksanakannya. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasa12 

Analisis Standar Belanja dimaksudkan untuk: 
a. digunakan dalam penilaian kewajaran atas beban kerja dan 

biaya yang digunakan dalam melaksanakan 
program/kegiatan oleh Perangkat Daerah; dan 

b. penyetaraan penghitungan anggaran program/kegiatan yang 
sejenis/serumpun yang berlaku pada seluruh Perangkat 
Daerah. 

Pasa13 

Penetapan Analisis Perangkat Daerah bertujuan: 

a. untuk menentukan standar dalam penilaian kewajaran 
belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah 
dalam melaksanakan sebuah kegiatan; 

b. memberikan pedoman dalam penyusunan PPAS; dan 

c. meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan 
kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran. 

BAB III 

ANALISIS STANDAR BELANJA 

Pasa14 

(1) Analisis Standar Belanja sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 


























